BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Diskriminasi antara hak pekerja wanita dan hak pekerja laki-laki atas
jabatan terjadi karena selama ini wanita dianggap tidak cekatan dalam
menjalankan pekerjaan, wanita tidak mampu mendududuki suatu jabatan
penting dalam perusahaan karena keterbatasan wanita dalam kemampuan
dan kinerja sebagaimana kodratnya sebagai wanita. Dari hasil penelitian
timbul fakta yaitu di PT. DML (Dua Mitra Langgeng) tidak terdapat
adanya diskriminasi terhadap pekerja wanita atas promosi jabatan tetapi
mengandung bias gender sebab wanita dinilai berdasarkan kewanitaan
bukan berdasarkan kualitas pekerjaannya. Di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Bantul jabatan lebih banyak dipegang oleh laki-laki
dibanding wanita karena dalam pemenuhan syarat-syarat PNS (Pegawai
Negeri Sipil) lebih banyak staf laki-laki daripada staf wanitanya meskipun
pemerintah Bantul juga memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu
yang tetap saja terdapat diskriminasi karena kedudukan jabatan staf laki-
laki dan wanita yaitu perbandingannya 6:1, yang menurut pendapat
narasumber bahwa wanita tidak layak menjalankan tugas kerja di malam
hari dan laki-laki lebih berkompeten untuk pekerjaan yang berhubungan
langsung dengan masyarakat padahal laki-laki dan wanita memiliki hak

yang sama. Secara umum meskipun hak-hak wanita dan hak pekerja laki-
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laki yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya
tentang ketenagakerjaan seringkali dalam kehidupan nyata belum terjadi
keseimbangan dalam perolehan hak-haknya karena ketidakseimbangan
itulah yang menyebabkan diskriminasi.

. Bentuk-bentuk diskriminasi terhadap hak pekerja wanita atas jabatan
adalah dilihat dari porsinya atau jenis pekerjaannya yaitu dalam hal
promosi jabatan wanita sering menduduki jabatan di bawah laki-laki,
seperti pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat luas, tugas-tugas
pekerjaan yang harus dilakukan pada malam hari, serta pekerjaan yang
harus diambil alih oleh pria khususnya di lapangan, sehingga wanita tidak
diberi kepercayaan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan fisik,
karena wanita dianggap fisiknya lemah dibandingkan dengan laki-laki.
Selain itu bentuk-bentuk diskriminasi terhadap hak pekerja wanita sendiri
adalah dalam hal cuti dari perusahaan seperti cuti melahirkan, cuti hamil,
cuti haid yang seringkali belum dipenuhi oleh perusahaan, sehingga hal itu
yang menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja wanita. Dalam
pernyataan yang sering timbul menyatakan pekerja wanita selalu dikaitkan
dengan kodratnya sebagai wanita dan pernyataan ini sering disalah artikan
oleh para pengusaha, sedangkan kodrat wanita sendiri adalah menyusui
dan melahirkan yang tentu saja laki-laki tidak mampu seperti itu. Hal
mengenai kodrat wanita tentu saja tidak dapat dikaitkan dengan pekerjaan
atau posisi jabatan penting seorang wanita diperusahaan karena pekerja
wanita dan pekerja laki-laki mempunyai hak dan kesamaan dalam

pekerjaan sehingga intinya tidak perlu timbulnya diskriminasi.
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B. Saran

1. Memperbaharui peraturan dan membuat peraturan-peraturan yang memuat
tentang keadilan yang mengacu pada persamaan hak antara pekerja wanita
dan pekerja laki-laki untuk dipahami sebagai status yang sama. Wanita
berada dalam kesempatan untuk memperoleh hak-hak pekerja wanita
terutama atas promosi jabatan serta mendapatkan kesempatan yang sama
untuk merealisasikan potensinya dalam perusahaan tanpa adanya
diskriminasi.

2. Pengusaha diharapkan dapat memandang bahwa wanita setara dengan
laki-laki dalam pekerjaan, sehingga pekerja wanita tidak dipandang
sebelah mata sebagai golongan yang lemah dalam menjalankan aktifitas
pekerjaan. Pekerja wanita dalam melaksanakan tugas-tugas serta dalam
promosi jabatan dapat memperoleh kedudukan jabatan sesuai dengan
kemampuan dan kinerja yang sama dengan laki-laki.

3. Mensosialisasikan serta merealisasikan peraturan perundang-undangan
khususnya tentang wanita dan ketenagakerjaan terhadap masyarakat
sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas tujuan dan manfaat
dari peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perudang-
undangan agar dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat dengan
tidak merugikan kepentingan masyarakat itu sendiri serta demi

terwujudnya keadilan.
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